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BAB II

NEGARA ISLAM

A. Definisi dan Ciri Negara Islam

Sebelum membahas lebih lanjut tentang azas kedanlatan rakyat, terlebih
dahulu penulis membahas tentang definisi negara Islam Urgensi pembahasan ini

tampak, setelah kita bertanya, di mana letak kedanlatan di negara Islam itu sendiri.

Negara Islam terdiri dari dua kata, yaitu negara dan Islam. Memurut Prof Mr.
Soenarko , negara adalah suatu jenis dari suatn organisasi masyarakat yang
mengandung tiga kriteria yaitu harus ada daerah, warga negara, dan kekuasaan tertentu

( Soetomo,S.H.,1993:23 ).

Dari definisi di atas jelas bahwa kekuasaan merupakan satu bagian dari syarat
diakiinya suatn negara Dengan demikian adanya kekuasasn atau kedaulatan

merupakan suatu faktor yang penting bagi eksistensinya suatu negara.

Agar lebih jelas pembahasan masalah ini, berikut beberapa pendapat ulama

tentang definisi negara Islam yaitu :

1. Abdul Kadir Audah dalam Tarikh Tasyri’ Al-Jina’i mendefinisikan bahwa
negara Islam ( darul Islam ) adalah negara yang melaksanakan hukum Islam,
atau penduduknya dapat menjalankan hukum Islam di negara itu , termasuk

negara yang penduduknya mayoritas muslim, termasuk Juga suatu negara yang
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dikuasai oleh muslim kendatipun penduduknya bukan mayoritas muslim Bisa
pula digolongkan negara Islam pada negara yang diperintah oleh non muslim
tapi tak ada larangan dan hambatan untuk melaksanakan hukum Islam di negara
itn

2. Ar-Rafi’i mendefinisikan negara Islam adalah negara yang penduduknya teridri
dari orang Islam, dan bisa pula digolongkan negara Islam adalah suatu negara
yang telah ditaklukkan oleh orang Islam meskipun penduduknya yang asli tetap
di sana.

3. Abu Zahrah berpendapat bahwa Darul Islam yakni suatu negara di mana
muslim memegang kekuasaan dj negara itu Menjadi kewajiban untuk
mempertahankannya dan hulumnya fardlu kifayah; tetapi bila musuh telah
memasuki wilayahnya, memepertahankan negara itu menjadi fardlu ‘ain bagi

setiap muslim ( Drs. Saparlan, 1993:6 )

Dari definisi-definisi di atas pada garis besamnya dapat dirumuskan sebagai
berikut :

1. Negara Islam dalam arti Yuridig yaitu suatu negara di mana hulum Islam
digunakan sebagai dagar penyelenggaraan kenegaraan baik negara itu
mayoritas pendudukmya muslim ataupun tidak.

2. Negara Islam dalam arti Sosiologis yaitn suatu negara yang mayoritas
penduduknya muslim.

Naemum jika kita mengamati negara-negara Islam yang tergabung dalam

Organisasi Konferensi Islam ( OKI ), pengertian negara Islam pada masa sekarang
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menjadi semakin kabur, karena negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI
tersebut tak semuanya bisa dikategorikan sebagai negara Islam baik secara yuridis
maupun sosiologis. Mereka tergabung dalam OKI bukan karena dirinya sebagai

negara Islam , tapi mungkin mempunyai maksud-maksud politis tertentu.

Guna memudahkan memahami skripsi ini, maka penulis akan membatasi
permasalahannya pada definisi negara Islam secara yuridis, yakni negara yang
diselenggarakan dengan menggunakan hukum Islam, baik negara tersebut muslim

sebagai mayoritas penduduknya maupun tidak.

Setelah kita mengetahui definisi negara Islam, berikut penulis akan
membahas tentang karakteristik atau ciri-ciri negara Islam. Hal ini penting untuk

memperjelas permasalahan yang akan dibahas

Abul A’la Al-Maududi dalam kitabnya Al Khilafah wal Mulk menjelaskan

mengenai ciri-ciri negara Islam sebagai berikut ( Abul A’la Al -Mandudi, 1993:86 )z

1. Negara ini didirikan atas dasar kesadaran suaty bangsa yang merdeka dan
bersedia tunduk dan menempati kedudukan sebagai khalifsh ( wakil,
pengganti ) Allah, bukan berkedndukan sebagai penguasa tertinggi: dan
bekerja sesuai dengan syari’at Allah melaui Rasul-Nya.

2. Bahwasanya kekuasaan dan kedaulatan hulum tertinggi di negara itu adalah
hukum Allah. Khilafah atan perwakilan dari Allah dj negara Islam adalah
berada di tangan kaum muslimin secara keseluruhan dalam batas-batas

tertentu, dan pemusatan segala kekuasaan pada Al Hall wal-Aqd ( melepas
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dan mengikat ) pada akhimya sebenamya berada di tangan mereka secara
kolektif

3. Terbentuknya pemerintahan, pergantiannya, dan pelaksanaannya haruslah
sesuai dengan pendapat ummat ( rakyat ). Tetapi kecenderungan rakyat diatur
dan dibatasi dengan syari’at Allah, kecuali apabila rakyat memutuskan untuk
keluar dari ikatan iman dan Islam .

4. Negara ini didirikan berdasarkan persamaan ideologi yaitu ikatan akidah
keimanan yaitu Islam, Tidak didirikan atas dasar persamaan etnis, ras,
bahasa atan geografis.

5. Tugas utama negara itu adalah menyerukan kebaikan dan mencegah
kemungkaran ( amar ma’ruf nahi munkar ), melaksanakan keadilan sosial bagi
rakyatnya secara keseluruhan

6. Nilai-nilai azasi negara ini adalah persamaan hak, persamaan kedudukan dan
kesempatan dalam melaksanakan undang-undang, saling tolong menolong
dalam kebajikan dan ketaqwaan, adanya kesadaran akan tanggumgjawab di
hadapan Allah. Dan adanya kesesuaian antara individu, masyarakat dan
negara dalam satu tujuan tertentu, serta tak membiarkan anggota masyarakat
tidak terpenuhi kebutuhan hak azasinya

7. Adanya keseimbangan hubungan antara individu, masyarakat, dan negara
sehingga tak menjadikan negara sebagai penguasa mutlak yang dapat berbuat
apa saja. Tetapi memberikan hak-hak individu yang asasi, dan mewajibkan
kepada pemerintah untuk mengikuti undang-undang dan berpegang teguh pada

permusyawaratan ( syura ), menanamkan adanya akhlaqul karimah pada
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ummat, dan mewajibkan ummat untuk taat kepada penguasa yang berjalan

sesuai dengan syari’at Allah Swt.

Sedangkan Hakim Javid Igbal dalam makalahnya yang berjudul Konsep
Negara dalam Islam (Hakim Javid Igbal, 1994:57 ) menjelaskan bahwa negara Islam
mempunyai ciri-ciri tertentu yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan Assunnah Dalam
teori, negara Islam merupakan negara Allah, dan kaum muslimin merupakan anggota
partainya ( hizbullah ). Hal ini berdasarkan konsep kebahagiaan (falah) yaitu sebagai
berikut :

1. Negara harus mengupayakan keberhasilan ummat islam dalam kehidupan di
dunia dan di akhirat nanti.

2. Untuk merealisasikannya maka maka masyarakatnya harus berdasarkan prinsip
persamaan hak, solidaritas dan saling menghormati kemerdekaan sesama
muslim.

Selanjutmya dia mengemukakan bahwa secara tradisional para faqih

menentukan ciri penting sebuah negara Islam yaitu :

1. Adanya masyarakat muslim ( ummat )
2. Adanya hukum Islam ( syari’at )

3. Adanya kepemimpinan masyarakat muslim ( khalifah ).

B. Tujuan Negara Islam

Pada waktu Islam datang, ummat manusia dilanda kerusakan pada berbagai

bidang Di satu sisi terjadi kerusakan daiam aqidabnya yakni kerusakan dalam
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hubungan manusia dengan Khaliq-Nya. Dan pada segi lain terjadi kebobrokan moral
(dekadensi moral) dan peradaban, yaitu dalam hubungan manusia dengan manusia itu

sendiri.

Islam datang untuk memperbaiki aqidah dengan meluruskan keyakinan akan
ke-Esaan Allah dalam arti luas. Di samping itu juga memperbaiki akhlaq dan budi
pekerti manusia yang telah mengalami penurunan, yang dibimbing dan diarahkan pada
rasa cinta kasih dan sayang, kerjasama dalam kebaikan dan menyerukan perdamaian
serta keadilan sehingga tercapainaya kebahagiaan bagi manusia baik dalam

kehidupannya di dunia maupun di akhirat nanti ( A. Hasjmi, 1984 : 50 )

Di sini secara terperinci akan penulis paparkan tujuan didirikannya negara

Islam itu sebagai berikut ini :

1. Untuk menegakkan keadilan di antara manusia . Sebab di antara manusia ada
yang kuat dan ada yang lemah, ada yang dzalim ada yang didzalimi, ada orang-
orang yang berselisih tentang hak-hak mereka dan sebagainya yang disebabkan
adanya perbedaan kepentingan. Maka dalam hal ini manusia harus diatur dan
dilindungi dengan adanya satu kekuasaan yang mampu untuk
mengendalikannya ( Prof Muhammad Al-Mubarak, 1989 : 27 ).

Hal ini merupakan perintsh dari Allah sebagaimana tertuang dalam Al-qur’an

smatAlMaidah(S'48)ya.im'
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“ Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran,
membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab ( yang diturunkan
sebelumnya ) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah

datang kepadamu ...”” ( Al-Qur’an, 5:48 ).

2. Untuk menegakkan dan melaksanakan kekuasaan yang terorganisir sejalan
dengan reformasi yang ditunjukkan Islam yaitu demi tegaknya kehidupan yang
lebih layak untuk kehidupan manusia Yang untuk itu membutuhkan kekuasaan
memaksa dan otoritas negera untuk mengatasinya ( Abul A’la Al-Maududi,
1994 : 225 ).

Hal ini sebagajmanadisebuﬂcan dalam surat Al- Haj_] (22:41 )yaitu ;
\ TF "f’ Q N ,}L/-‘ o &
s A2 » 9.7
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“ ( Yaitu ) orang-orang yang apabila Kami teguhkan kedudukan mereka di muka

bumi, niscaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, menyuruh

berbuat yang ma’ruf dan mencegah perbuatan yang munkar dan kepada Allahlah
- kembali segala urusan ( Al-Qur’an, 22 : 41 ).

3. Dalam negara Islam mempunyai tujuan yang berbeda dengan negara sekuler.
Pada negara Islam bukan hanya bertujuan untuk mempertahankan tatanan
negara, memepertahankan kedaulatan negara, dan memakmurkan rakyat dalam
bidang materiil. Namun tujuan negara Islam lebih luas lagi yaitu menegakkan

sholat, menegakkan zakat, menegakkan vang haq dan memberantas yang
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munkar serta keadilan sosial di muka bumi .Hal ini sesuai dengan ayat Al-
qur’an surat Al-Hajj ( 22 : 41 ) di atas.

4. Untuk mewujudkan kesejahterasn rakyat, menegakkan perekonomian dan
keuangan mencari sumber-sumber pendapatan negara dan pembelanjaannya ,
memberdayakan baitul maal dan lainnya yang sifatnya untuk memperbaiki taraf
kehidupan duniawi ummat ( Prof Muhammad Al-Mubarak, 1989 : 98 ).

S. Untuk melindungi dakwah Islamiyah dan agama Allah. Sebab dakwah
Islamiyah dan agama Allah akan tumbuh dan berkembang dengan baik, mana
kala adanya organisasi yang tertata baik dan untuk itu dalam struktur yang besar
organisasi itu terwujud dalam organ-organ negara. Denagn demikian
menegakkan negara dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah, tidak hanya
diperkenankan, tetapi malah diwajibkan (Abul A’la Al-Maududi, 1990 : 188 ).
Hal ini berdasarkan surat Al Isra’ (17 : 80 ) ialah :

AR Er ‘:/ Iy
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&5@“’(}““’*&‘3%5‘““ =305489
¢ L2 A g,

s Cadss 850 (oe

“ Dan katakanlah : “ Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar
dan keluarkanlah ( pula ) aku dengan keluar yang benar dan berikanlah
kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang menolong ( Al-Qur’an,17:80).

6. Untuk menentukan adanya pemimpin ummat Islam Sebab agama dan ummat
tidak akan bisa tegak kecuali dengan adanya pemimpin. Jangankan dalam suatu
kumpulan masyarakat yang banyak, dalam suat perjalanan yang hanya meliputi

tiga orang saja Nabi menganjurkan untuk mengangkat salah satu dari mereka
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untuk menjadi pemimpin rombongan itu Maka untuk mengatur ummat yang
banyak dengan beraganm kepentingan dan watak, suku, ras dan lainnya tentulah
membutuhkan pemimpin yang mampu untuk memimpin mereka Hal ini

didasarkan pada sabda Nabi sebagai berikut :

08 i 3902 s, o sl

. vﬁ.)u-.\ ‘3#3:5\.5‘/;;9-\»;“0\3:‘/\3 ’6;"'\-3‘,

« Apabila berangkat tiga orang dalam perjalanan, maka hendaklah mereka
mengangkat salah seorang di antaranya menjadi kepala rombongan “ ( HR

Abu Dawud, dari Abi Sa’id dan Abi Hurairah ).

Dari beberapa tujuan negara Islam yang telah disebutkan di atas maka jelaslah
bahwa negara Islam itu didirikan tidak hanya ingin mensejahterakan rakyat secara
lahiriyah, mempertahankan negara, dan tujuan duniawi lainnya sebagaimana yang
terjadi pada negara-negara sekuler Barat, Namun negara Islam mempunyai tujuan yang
lebih luas lagi yakni disamping tujuan untuk kesejahteraan duniawi juga untuk

kesejahteraan ukhrowi.

C. Tempat dan Kedudukan Kekuasasn di Negara Islam

Menurut Al-Qur’an, bahwa pemilik langit, bumi dan seisinya hanyalah Allah
Swt. ( Surat Lugman : 26 dan Ali Imran : 109 ) serta Allah pulalah yang menciptakan

semua ity Manusia memiliki tanah dan apa saja yang dimilikinya sesungguhnya
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hanyalah merupakan amanat dari Allah Swt. Manusia bukanlah pemilik hakiki atas

bumi dan benda-benda yang ada di alam ini (Prof Dr.H. Rahmat Djatnika, 1987 : 176).

Selanjutnya Prof Dr .H. Rahmat Djatnika menjelaskan bahwa memperhatikan
begitu banyaknya ayat Al-Qur’an yang mengungkapkan permasalahan ini, belian
beranggapan bahwa yang diberi kekuasasn di muka bumi bukanlah perorangan,
melainkan ummat, maka timbullah pendapat bahwa sesungguhnya yang diberi
kekuasaan mengurus bumi ini oleh Allah adalah manusia secara keseluruhan,
khususnya yang muslim yang beriman kepada-Nya. Andaikan penafsiran ini dipakai
untuk menafsiri ayat-ayat tentang khalifah di bumi, maka timbul pertanyaaan
bagaimanalah caranya ummat manusia mengurus bumi, bersama-sama ataukah sendiri-

sendiri ?

Surat An Nisa’ : 59 menjelaskan bahwa orang yang beriman harus taat
kepada Allah, mentaati Rasul dan Ulul Amri dari kalangan orang beriman tersebut.
Dari hal ini berarti bahwa ulil amri bukanlah perseorangan, tetapi orang-orang yang
mempunyai keahlian dalam bidangnya Dengan demikian dalam menyelenggarakan
urusan kenegaraan, yang harus ditaati adalah orang-orang yang mempunyai keahlian

dalam bidang ketatanegaraan.

Hadits dan Ijma’ sahabat menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat,
ajaran Islam mengharuskan adanya kepemimpinan yang diambil dari ummat Islam itu
sendiri. Pengertian khalifah bagi Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman

bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib berbeda dengsn pengertian khalifah pada Nabi
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Adam dan pada ummat sebagai pemegang kekuasaan dari Allah, sedangkan Abu Bakar

menerhnakelmasaanyangberasaldm‘fdlﬂumganmmatamurakyat

Dari pengertian di atas maka lahirlah teori bahwa kedaulatan atan kekuasaan
tertinggi berada di tangan Allah Kemudian Allah mendelegasikan atan mewakilkan
kekuasaan mengurus bumi ini kepada ummat manusia Selanjutnya manusia
mengadakan kesepakatan guna memilih orang-orang di antara mereka yang mempunyai
keahlian dalam bidangnya untuk memimpin ummat tersebut (Prof Dr. H. Rahmat

Dijatnika, 1987 : 182)

Dr. Fuad Mohammad Fahrudin berpendapat bahwa negara Islam tidaklah
sama dengan sistem politik negara lainnya Negara Islam bukanlah negara otokrasi
yang mana para pemuka agama mempunyai hak-hak istemewa untuk menentukan
pemimpin negara, mengatur dan mengawasi pelaksanaannya. Negara Islam bukan pula
berbentuk theokrasi di mana negara dikuasai oleh seseorang yang diberi tugas langsung
dari Tuhan, dia sebagai pembuat hukum atas nama Tuhan, memegang tahta suci yang
tak boleh dibantah perintah dan kemunannya, dia mempunyai keistimewaan yang sangat
eksklusif dan sangat jauh dari kalangan rakyat biasa Bukan pula negara Islam
merupakan negara demokrasi dalam artian yang sempit, di mana rakyat atau ummat
sebagai pemegang kekuasaan, tanpa harus dibatasi oleh aturan Allah. Bahkan bukan
pula berbentuk monarkhi yaitu pemegang keknasaan di tangan raja yang dipegang
secara tunm temurun. Tidak pula berbentuk nomokrasi, di mana undang-undang
sematalah yang memegang kekuasaan di negara tersebut Menurut pemahamnnya dalam

negara Islam yang memegang kekuasaan adalah ummat atan rakyat, namun keinginan,
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kemauan dan kecenderungan ummat diatur dengan undang-undang dasar dari Allah

yakni syari’at Islam ( Dr. Fuad Muh. Facrudin, 1986 : 264 )

Ayat-ayat Al-Qur’an yang menegaskan mengenai otoritas atan kekuasaan
negara Islam adalah surat Lugman ( 31 : 26 ), surat Ali Imran ( 3 : 109 ), surat An
Nisa’ (4 : 59 ), dan surat Al Maidah ( 5: 48 ) akan penulis jadikan dasar bagi tempat
dan kedudukan kekuasaan di negara Islam, yaitu sebagai berikut :
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“ Kepunyaan Allahlah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah Dialah

yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji “ ( Al-Qur’an 31 : 26 ).
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“ Kepunyaaan Allahlah segala apa yang ada di langit dan di bumi; dan kepada

Allahlah dikembalikan segala urusan “ ( Al-Qur’an, 3 :109).
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= Wahm orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul ( Nya ), dan ulil amn di
antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatn, maka kem-
balikan ia kepada Allah ( Al-Qur’an ) dan Rasul ( sunnah ), jika kamu benar-benar

beriman kepada Ailah dan hari kemudian. Yang demikian 1tu iebih utama bagimu dan
lebih baik akibatnya ** ( Al-Qur'an 4 : 59}
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“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran,
membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya)
dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka
menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka
dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.....” ( Al-Qur’an, 5 : 48 )
Dari dasar-dasar di atas dapat dimbil prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. Tidak ada seseorang, sekelompok orang bahkan seluruh penduduk suatu negara
yang dapat mengklaim dirinya sebagai pemegang kedaulatan. Tetapi hanya
Allah sajalah yang memegang klaim kedanlatan dalam arti sesungguhnya
gecara de jure. Seluruh manusia di dunia hanyalah sebagai pelaksana
kedanlatan Tuhan tersebut sebagai pemegang kedaulatan de facto yang
terealisasikan dalam penyelenggaraan kenegaraan.
2. Tuhan adalah pencipta hukum yang sebenarnya, sehingga Dia sajalah yang
berhak membuat legislasi secara mutlak Manusia diperkenankan membuat
legislasi sepanjang tidak bertentangan dengan legislasi dasar yaitu dari wahyu

Tllahi
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“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa
yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-
kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang
kepadamu.....” ( Al-Qur’an, 5 :48 )
Dari dasar-dasar di atas dapat dimbil prinsip-prinsip sebagai berikut
1. Tidak ada seseorang, sekelompok orang bahkan seluruh penduduk suatu negeri yang dapat
mengklaim dirinya sebagai pemegang kedaulatan. Tetapi hanya Allah sajalah yang memegang
klaim kedaulatan dalam arti sesungguhnya secara de jure. Seluruh manusia di dunia hanyalah
sebagai pelaksana kedaulatan Tuhan tersebut sebagai pemegang kedaulatan de facto yang
terealisasikan dalam penyelenggaraan kenegaraan.
2. Tuhan adalah pencipta hukum yang sebenarnya, sehingga Dia sajalah yang berhak membuat

legislasi secara mutlak. Manusia diperkenankan membuat legislasi sepanjang tidak

bertentangan dengan legislasi dasar yaitu dari wahyu Illahi
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3. Suatu pemerintahan yang menjalankan peraturan dasar dari wahyu, maka wajib
memperoleh ketaatan dari rakyat, sebab pemerintahan seperti itu pada
prinsipnya bertindak sebagai badan politik yang memeberlakukan peraturan

Tuhan ( Dr. M. Amin Rais, 1984 : 22 )

Dengan demikian dari beberapa dasar di atas maka tempat dan kedudukan
kekuasaan di negara Islam pada dasarnya dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Kedaulatan ( kekuasaan ) yang mutlak berada di tangan Tuhan Allah Swi.
2. Kemudian Allah memberikan delegasi kekuasaan tersebut kepada manusia atau
rakyat ( ummat ) sebagai khalifah Allah di bumi.
3. Selanjuinya ummat/ rakyat mengadakan permusyawaratan untuk mencapai
permufakatan bersama untuk mengadakan penentuan dan pemilihan guna

menentukan siapa yang akan ditetapkan menjadi penguasa atan kepala negara

4 . Kepala negara merupakan amanat dari rakyat yang harus melaksanakan
pengaturan kenegaraan, di samping itu juga mengurusi agar tetap tegaknya
agama Allah Jadi kepala negara di negara Islam di satu sisi bertanggungjawab
kepada rakyat sebagai pihak yang telah membrikan amanat kepadanya, dan
pada pihak lain kepala negara bertanggungjawab kepada Tuhan, sehingga
kekuasaannya tidak bersifat mutlak.

5. Yang dipilih sebagai kepala negara haruslah orang yang mempunyai keahlian

dalam segi politik, sosial, dan ketatanegaraan dan sekaligus muslim yang baik.
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Dari beberapa uraian di atas maka kiranya dapat diambil suatu kesimpulan
bahwa dalam arti theologis tempat dan kedudukan kekuasaan di negara Islam itu
berada di tangan Allah Akan tetapi dalam arti sosiologis kedanlatan negara Islam

berada di tangan ummat atau rakyat.

D. Dasar-dasar Kekuasaan di Negara Islam

Setelah penulis uraikan pada sub bab sebelumnya tentang negara Islam
berikut ciri-ciri khasnya, tujuan dari didirikannya negara Islam, dan tempat dan
kedudukan kekuasaan di negara Islam, maka dalam sub bab ini akan penulis utarakan
sub bab tentang dasar-dasar kekuasaan di negara Islam Urgensi dari permasalahan ini
adalah kita akan mengetahui dan memahami bahwa dalam rangka penyelenggaraan
suatu negara Islam perlu kiranya adanya pengaturan dan sistem sedemikian rupa
Diharapkan dengan pengaturan dan sistem tersebut, maka roda penyelenggaraan urusan
kenegaraan akan berjalan dengan baik dan terarah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pola penyelenggaraan kenegaraan di negara Islam tidak akan berjalan dengan
sempurna apabila hanya dilakukan oleh satu orang saja. Maka perlu adanya kerjasama
dari berbagai pihak, yang saling bekerja sama , saling mengisi, saling membantu
dengan menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing dengan baik.

Secara garis besar penyelenggaraan kenegaraan di negara Islam diatur
menjadi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan, kekuasaan untuk
menjalankan peraturan, dan kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili apabila
peraturan itu dilanggar. Kekuasaaan unftuk membuat peraturan atan undang-undang

disebut kekuasaan legislatif yang ditangani oleh lembaga legislatif Kekuasaan untuk
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menjalankan undang-undang disebut kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh lembaga
ekselmtuf,' dan kekeuasaan untuk mengadili disebut kekuasaan yudikatif yang

diserahkan kepada lembaga yudikatif
D.1. Kekuasaan Legislatif

Legislatif merupakan lembaga yang berdasarkan terminologi figih disebut
sebagai “ lembaga penengah dan pemberi fatwa “ ( ahl al hall wa al-’aqd ).
Disebut pula sebagai ahlul ijtihad, dan disebut juga ahlul ikhtiar sebagaimana
para fiqoha memakai istilah-istilah tersebut ( Prof Muhammad Al-Mubarak,

1989 : 84 )

Adapun persyaratan untuk bisa menduduki jabatan tersebut,-Qadhi Abu
Ya’la telah menetapkan beberapa persyaratan bagi seorang anggota ahlul halli
wal ‘aqdi pada sebuah negara Islam sebagai berikut :
1. Syarat moral atau akhlagnya harus baik Ia merupakan orang yang dapat
dipercaya dalam mengemban amanah, dan sekaligus orang yang adil.
2. Ja mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup untuk mampu mengetahui
dengan baik, orang yang pantas menduduki jabatan imamah.
3. Ia mempunyai kecakapan dalam ilmu keagamasan dan ilmu ketatanegaraan

dan sosial kemasyarakatan (Prof Muhammad Al-Mubarak, 1989 :84 ).

Selanjutnya Maududi memberikan tambahan persyaratan sebagai anggota
ahlul halli wal aqdi disamping yang telah disebutkan di atas yaitu sebagai

berikut ( H Munawir Sjadzali, M.A_, 1993 : 169 ).
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1. Ia haruslah seorang laki-laki yang sudah dewasa.

2. Beragama Islam.

Anggota-anggota Ahlul Halli Wal Aqdi merupakan orang-orang pilihan
yang mempunyai kelebihan dan keunggulan ilmu dan integritas iman dan moralnya,
yang tentunya diangkat karena mendapatkan dukungan dari rakyat yang
menginginkannya unfuk menerima amanat agar menyalurkan aspirasi ummat.

Sedangkan tugas dan kewajiban dari lembaga ini adalah sebagai berikut :

1. Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Tuhan dan Rasulullah
saw., meskipun legislatif tidak dapat mengubah atan menggantinya, maka
hanya legislatiflah yang berkompeten untuk menegakkannya dalam susunan
dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan
secara terperinci, serta menciptakan perafuran-peraturan dan undang-
undang untuk terealisasinya hal itu.

2. Jika pedoman dari Al-Qur’an dan Al Hadits mempunyai kemungkinan
interpretasi  lebih dari sati, maka legislatiflah yang lebih berhak
memutuskan penafsiran mana yang harus dipakai dalam kitab undang
undang dasar. Untuk tujuan ini maka anggota legislatif haruslah orang-
orang yang mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk menafsirkan ayat-
ayat Al-Qur’an dan dalam memberikan keputusan tidak melepaskan diri
dari jiwa syari’ah. Pada dasamya harus diakui bahwa untuk tujuan
perundang-undangan, lembaga legislatif harus memiliki kewenangan untuk

memberikan fatwa mengenai penafsiran mana yang harus lebih dipilih
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sebagai hukum, kecuali apabila penafsiran itu hanya safu dan bukan
merupakan penyimpangan dari hukum.

3. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah , fungsi
lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang
berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa
hukum Islam. Jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang
telah tercantum dalam kitab-kitab figh, maka dia bertugas untuk menganut
salah satu pendapat yang ada.

4. Jika tak ada petunjuk apapun baik dari Al-Qur’an maupun Assunnsh, juga
masalah ini tidak ada dalam konvensi Al-Khulafa Al-Rasyidin, maka
lembaga legislatif harus merumuskan hukum sendiri, sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa dan semangat syari’ah (Abul A’la Al-Maududi,
1994 :246)

5. Memilih dan mengangkat imam atan kepala negara atau amirul mukminin
atan khalifah

6. Membatasi dan mengontrol pemerintah agar pemerintah tidak bertindak
otoriter dan keluar dari undang-undang dan peraturan yang ada, dan
menjadi penengah apabila terjadi perselisihan antara kepala negara
dengan para menteri, dengan mengutamakan ~syura untuk mencapai

mufakat, yang berarti mengamalkan ajaran dari surat Ali Imran (3:159)

yaitu :
1, 2 T Bl
. a . N
- SR sy -
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“ .....dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu ... ” (Al-
Qur’an, 3 : 159 ).

7. Mewakili umat yang telah memberikan kepercayaan dan amanat kepada
lembaga ini, sehingga rakyat aspirasi dan kemauannya terealisasi sebab

secara kolektif' kehendaknya telah dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi.

Kekuasaan ini di negara-negara modern terwujud dalam sebuah majelis yang
dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen ), atau Maijelis

Permusyawaratan Rakyat atau kalan di Amerika Serikat disebut Kongres.

D. 2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasasan eksekutif atan kekuasaan menjalankan undang-undang
dipegang oleh pemerintah. Yang melaksanakan urusan pemerintahan adalah
kepala negara Ia dibantu oleh alat negara seperti para menteri, gubernur, dan
seterusnya aparat negara yang terkait.

Dalam negara Islam lafadz “ imam “ digunakan untuk menjuluki kepala
negara yaitu orang yang bertugas mengurusi pemerintahan. Lalu ada Jjuga istilah «
khilafsh “ yang merupakan pengaruh wafatmya Nabi saw, dan sekaligus
penerimaan para sahabat atas orang yang “ menggantikannya “ dalam
kepemimpinan kaummuslimin. Begitu pula dipakai ungkapan “amirul mukminin”
artinya komandan kaum muslimin, sebutan vang populer pada zaman

alkhulatanrrasyidin, yang dipopulerkan oleh Umar bin Khattab. Adapun kata “
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sulthan” pada asalnya berarti « kekuasaan, kekuatan, dan pengaruh <. Arti ini
Jjuga digunakan dalam ayat Al-Qur’an surat Al-Hijr : 42 yaitu
G | 0 O/S o e o,
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“ sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan ( sulthan ) terhadap

mereka <

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kekhalifahan kenabian hanya
berlangsung selama tiga puluh tahun, kemudian menjadi kerajaan Kekhalifahan
Al-Khulafaurrasyidin saja yang merupakan kekhilafahan kenabian, kemudian
pemerintahan beralih kepada Muawiyah bin Abi Sofyan sebagai raja pertama
dinasti Muawiyah.

Tugas-tugas lembaga Eksekutif adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya tugas dan kewajiban lembaga ini adalah mewujudkan
tujuan-tujuan dan maksud negara Islam Secara gelobal sebagaimana dikatakan
oleh Al Mawardi adalah melindungi agama dan mengatur dunia. Begitu pula Ibnu
Khaldun mendefinisikan “ Al-Khilafah  sebagai lembaga yang menggantikan sang
pemilik hukum ( Allah ) dalam melindungi agama dan sekaligus mengatur dunia
dengannya

I Khalifah adalah kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan Dalam
kedudukannya ini maka khalifah berkewsjiban untuk melaksanakan segala
urusan pemerintahan dan kenegaraan yang bertanggungjawab kepada ummat

atan rakyat sebagai pihak yang memberi amanat dan yang membai’at, yang
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dalam hal ini rakyat diwakili oleh lembaga legislatif (ahl hall wal-aqd ).
Para wazir atau menteri bertanggungjawab kepada khalifah, khalifahlah
yang mengangkat para menteri dan gubernur itu, dan apabila ada menteri
ataupun gubernur yang bertindak menyeleweng maka khalifahlah yang
mempunyai otoritas untuk memecatmya ( A. Hasjmi, 1984 : 243 )-

2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan khalifah harus selalu merundingkan (bermusyawarah) dengan
para pembantunya maupun ahli ra’yi atau ahlul ijtihad terhadap
permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pemerintahannya, bila
dipandang hal itu diperlukan. Sehingga otoritas kepala negara dibatasi
dengan perintah agar senantiasa mengembangkan syura dalam
menyelesaikan permasalahan urusan ummat Hal ini sebagaimana

diperintahkan oleh ayat 38 surat syura yakni :

v 9 a2, \ N

v-%-o* Lc.w*” N
* s sedang urusan mereka ( diputuskan ) dengan musyawarah antara
mereka.....” ( Al-Qur’an, 42 : 38).

3. Khalifah sebagai pemimpin sulthah tanfidiyah ( kekuasaan melaksanakan
undang-undang ), yang telah dipilih oleh ummat melaui pemilihan dan
kemudian dibai’at memegang sentral kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil
dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis dikenal dengan istilah
kekuasaan keagamaan. Jadi ia merupakan pemegang kekuasan tertinggi,

baik dalam urusan sipil maupun keagamaan dan sekaligus sebagai panglima
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tertinggi angkatan bersenjata. Kendatipun kedudukannya sebagai penguasa
tertinggi dalam bidang keagamaan itu, namun bukan berarti lantas ia
menjadi semacam Paus dalam Islam. Sebab ia tidak dapat menetapkan atan
merumuskan dogma agama menurut kemauannya sendiri sebagaimana
layaknya yang dilakukan oleh Paus dalam agama Kristen Katholik. Jadi
pengertian dari kekuasaan ini adalah bahwa pengawasan tertinggi dan
bimbingan terhadap pengamalan kehidupan beragama dalam masyarakat
berada di bawah kekuasaan kepala negara Contohnya bagaimana masjid-
masjid harus didirikan dan dimakmurkan dengan segala aktifitasnya,
sekolah-sekolah diselenggarakan dan korikulum-kurikulum agama yang
diajarkan, dan sebagainya: itu merupakan tanggungjawab dan sekaligus

tugas khalifah (Dr. M. Amin Rais, 1993 : 490).

Secara lebih terinci Al-Mawardi menjelaskan kewajiban imam ini
sebagai berikut :

1. Menjaga prinsip-prinsip agama yang sudah tetap dan menjadi konsensus.
Jika ada ahli bid’ah atan orang sesat yang melakukan penyelewengan,
maka imamlah yang mempunyai kewajiban utnuk memberantasnya.
Menjatuhkan sanksi had atas pelanggaran dan memelihara agama dari
kesesatan .

2. Menerapkan hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menengahi

bagi pihak-pihak yang bertentangan, sehingga keadilan berjalan dengan

id digilib.ui id digilib.ui id digilib.uinsby.ac.id
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baik, yang berbuat dzalim akan takut melakukan kedzaliman, yang dalam
posisi lemah tidak akan teraniaya oleh orang yang dzolim.

3. Menjaga kewibawaan pemerintah, sehingga dapat mengatur kehidupan
ummat , membuat suasana tertib, aman jiwa, harta dan negara

4. Jihad melawan musuh Islam setelah musuh tersebut lebih dahuly diajak
untuk masuk dan berada di bawah perlindungan Islam, namun musuh
tersebut tidak bersedia.

5. Menjaga hasil rampasan perang dan shadaqah sesuai dengan aturan
syari’at Islam.

6. Menetapkan harta yang harus dikeluarkan dari baitul maal dengan prinsip
tidak boros dan tidak kikir dan diserahkan kepada yang berhak
menerimanya.

7. Mermcari orang yang jujur dan amansh dalam menjalankan tugas untuk
mengatur dan mengurusi harta negara | sehingga ummat merasakan
kemakmuran

8. Selalu tanggap dan mampu mengantisipasi adanya perkembangan jaman
dan peradaban manusia dengan segala resiko dan problem yang
melingkupinya.

9. Mencegah timbulnya kerusuhan dan keresahan di masyarakat dengan
kekuatan atau kekuasaannya, sehingga tidak sampai terjadi pertumpahan
darah.

Tugas-tugas di atas sesuai dengan anjuran Allah dalam Al-Qur’an, di

antaranya sebagai berikut
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“ Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu penguasa ( khalifah ) di
muka bumi, maka berilah keputusan ( perkara ) di antara manusia dengan adil
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu , karena ia akan menyesatkan kamu
dari jalan Allah ........ ” (Al-Qur’an, 38 : 26).
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“ Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh

kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar , dan beriman kepada Allah
.......... ” ( Al-Qur’an, 3 : 110 ).
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o Semlpggldmyn Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil ........... 7 (A-Qur’an, 4 : 58).
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“ Barang sia;_:a yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya itu telah mentaati Allah
Dan_bm siapa yang l?erpaling dari ketaatan itu, maka Kami akan mengutusmu
menjadi pemelihara bagi mereka “ ( Al-Qur’an, 4:80 ).
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Sedangkan persyaratan untuk menduduki jabatan sebagai khalifah atau

imam mempunyai beberapa persyaratan-persyaratan antara lain sebagai berikut (
Prof. Dr.M. Yusuf Musa, 1963 : 60 ) adalah :

1. Harus seorang yang muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an
surat An-Nisa’ 59, yang menganjurkan agar mukmin taat kepada Allah,
Rasul-Nya, dan Ulil Amri dari kalanganmu.

2. Seorang yang sudah dewasa dan mempunyai wawasan yang luas
sehingga mampu untuk berijtihad dalam menyelesaikan problematika
ummat, ia mumpuni dalam bidang agama maupun sosial kemasyarakatan
dan politik kenegaraan .

3.. Mampu berlaku adil., sehingga mampu mengayomi dan memberikan
perlindungan kepada umat.

4. Sehat pendengaran, penglihatan, dan lisannya agar memudahkan dalam
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

5. Mampu melaksanakan tugas untuk memimpin negara dan ummat dalam

urusan pemerintahan utamanya .

D. 3. Kekuasaan Yudikatif
Ruang lingkup lembaga yudikatif dalam terminologi hukum Islam dikenal
dengan istilah Qadla’. Qadlaiyah yaitu kekuasasn kehakiman. Para ahli figh

memberikan definisi Qadla’ yaitu suatu keputusan produk pemerintah yang
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menyampaikan hukum syar’i dengan cara penetapan untuk memutuskan hukum di
antara manusia yang bersengketa, berdasarkan hukum Allah dan rasul-Nya dengan
benar. ( Muhammad Salam Madkur, 1990 :20 ).

Dasar dari ayat Al-Qur’an adalah :
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“ dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang
diturunkan Allah, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka........... ” ( Al-

Qur’an, 5:49).
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“ Maka demi Tuhanmu, mereka ( pada hakekatnya ) tidak beriman sehingga mereka
menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan ........... ” ( Al-
Qur’an, 4 : 65 ).
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“ Sesungguhnya Allsh menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supayya kamu menetapkan dengan adil .... “ ( Al-Qur’an, 4 : 58)
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“ Apabila hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala, dan apabila ia

berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala .»
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Menyampaikan hukum syar’i dengan cara penetapan untuk memutuskan hukum di antara
manusia yang bersengketa, berdasarkan hukum Allah dan rasul-Nya dengan benar. ( Muhammad
Salam Madkur, 1990 :20 ),

Dasar dari ayat Al-Qur’an adalah :
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“ dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,
dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka......... "(Al-Qur’an, 5:49).
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“ Maka demi Tuhanmu, mereka ( pada hakekatnya ) tidak beriman sehingga mereka menjadikan
kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan ...~ ( Al-Qur’an, 4 : 65 ).
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" Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supayya kamu menetapkan
dengan adil ... “( Al-Qur’an, 4 :58)
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* Apabila hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala, dan apabila 1a berijtihad kemudian

salah, maka baginya satu pahala ( HR. Bukhari dan Muslim dari Amr ibnul Ash ¥~
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“ Tidak boleh dengki kecuali pada dua orang, yaitu seorang laki-laki yang dianugerahi
oleh Allah harta, lalu ia sedekahkan untuk membela kebenaran. Dan seorang laki-laki
yang dianugerahi oleh Allah kebijaksanaan, lalu ia memufus perkara dan beramal
dengan bijaksana « -

Merupakan suatu keharusan untuk tertib dan terselenggaranya aturan dan
perundang-undangan, adanya kekuasaan mengawasi serta mengaturnya. Adalah
menjadi wewenang lembaga yudikatif untuk menangani hal ini. Sehingga hukum
berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, perselisihan-perselisihan dapat
dituntaskan, orang yang lemah dapat dilindungi, yang dalam posisi kuat tidak akan
berbuat semaunya; sehingga kestabilan dan keamanan akan dapat terealisasikan.

Karena untuk menegakkan peradilan dan hukum tersebut memerlukan adanya
peradilan berikut perangkatnnya, dan untuk melaksanakannya dan melaksanakan
putusan peradilan membutuhkan adanya kekuasaan ( power ), maka kekuasaan
peradilan harus terwujud, yang berdiri sendiri, mandiri dan tidak terpengaruh oleh
lembaga di luarnya, sehingga produk-produk hukum yang ditelorkan akan betul-betul
adil, mumni tanpa adanya pamrih atan memihak salah satn ( Muhammad Salam
Madkur, 1990 : 23)

Setelah fungsi peradilan memiliki peranan yang sangat penting , maka sunnah

Nabi saw.mengingatkan agar berhati-hati dalam memberikan keputusan dengan tujuan
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“ Tidak boleh dengki kecuali pada dua orang, vaitu seorang laki-laki yang dianugerahi oleh Allah
harta, lalu ia sedekahkan untuk membela kebenaran. Dan seorang laki-laki yang dianugerahi oleh
Allah kebijaksanaan, lalu ia memutus perkara dan beramal dengan bijaksana ( HR. Bukhari dari
Abduliah bin Umar ). «

Merupakan suatu keharusan untuk tertib dan terselenggaranya aturan dan perundang-
undangan, adanya kekuasaan mengawasi serta mengaturnya. Adalah menjadi wewenang lembaga
yudikatif untuk menangani hal ini. Sehingga hukum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,
perselisihan-perselisihan dapat dituntaskan. orang yang lemah dapat dilindungi, yang dalam posisi
kuat tidak akan berbuat semaunya; schingga kestabilan dan keamanan akan dapat terealisasikan.

Karena untuk menegakkan peradilan dan hukum tersebut memerlukan adanya peradilan
berikut perangkatnnya, dan untuk melaksanakannya dan melaksanakan putusan peradilan
membutuhkan adanya kekuasaan ( power ), maka kekuasaan peradilan harus terwujud, vang
berdiri sendiri, mandiri dan tidak terpengaruh oleh lembaga di luarnya, sehingga produk-produk
hukum yang ditelorkan akan betul-betul adil, murni tanpa adanya pamrih atau memihak salah
satu. ( Muhammad Salam Madkur, 1990 : 23 )

Setelah fungsi peradilan memiliki peranan yan@ sangat penting , maka sunnah Nabi

saw.mengingatkan agar berhati-hati  dalam memberikan keputusan dengan tujuan  untuk
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untuk menjauhkan orang yang mempunyai ambisi mengurusi hal ini, pada hal ia bukan
ahlinya, baik ia oamg alim yang menyeleweng atan seorang yang bodoh yang tak
memiliki ilmu pengetahuan tentang perkara-perkara yang di selesaikan, sebagaimana

sabdanya : <
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“ Hakim-hakim itu ( terbagi menjadi tiga golongan ) : yang dua golongan masuk
neraka, dan yang satu masuk syurga Yang satu golongan berbuat adil dalam keputusan
hukumnya, maka mereka masuk syurga Yang satu golongan mengetahui keadilan itu
tapi menyeleweng dengan sengaja, maka mereka masuk neraka Dan yang satu
golongan memutuskan perkara tanpa ilmu tetapi mereka malu mengatakan “ aku tidak
tahu “ maka merekapun masuk neraka. <.
Syarat-syarat untuk menduduki jabatan lembaga ini di antaranya :
1. Harus laki-laki, sebagian ulama membolehkan perempuan menjabat qadli
asalkan bukan dalam menangani masalah had dan qishashh.
2. Berakal, jadi harus sehat pikiran, cerdas dan mampu memecahkan masalah
yang pelik dengan kecerdasannya itu.
3. Islam, karena keislaman adalah merupkan syarat bolehnya seseorang menjadi

saksi, sebagaimana firman Allah :
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untuk menjauhkan orang vang mempunyai ambisi mengurust hal ini, pada hal 1a bukan ahlinya,
baik ia oarng alim yang menyeleweng atau seorang vang bodoh yang tak memihiki ilmu

pengetahuan tentang perkara-perkara yang di selesaikan, sebagaimana sabdanya : =
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* Hakim-hakim itu ( terbagi menjadi tiga golongan ) : yang dua golongan masuk neraka, dan yang
satu masuk syurga. Yang satu golongan berbuat adil dalam keputusan hukumnya, maka mereka
masuk syurga. Yang satu golongan mengetahui keadilan itu tapi menyeleweng dengan sengaja,
maka mereka masuk neraka. Dan yang satu geolongan memutuskan perkara tanpa ilmu tetapi

mereka malu mengatakan “ aku tidak tahu “ maka merekapun masuk neraka. “( HR. Abu Dawud,
At-Tirmidzi, An-Nasa’i dari Abu Buraidah ).

Syarat-syarat untuk menduduki jabatan lembaga ini di antaranya :
1. Harus laki-laki, sebagian ulama membolehkan perempuan menjabat qadli asalkan bukan

dalam menangani masalah had dan gishashh,

b

. Berakal, jadi harus sehat pikiran, cerdas dan mampu memecahkan masalah yang pelik
dengan kecerdasannya itu.
3. Islam, karena keislaman adalah merupkan syarat bolehnya seseorang menjadi saksi,

sebagaimana firman Allah :
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« Dan Allah sekali-kali tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir atas

orang-orang mukmin “ ( Al-Qur’an, 4 : 40 ).

4. Adil, yaitu ia mesti orang yang benar dalam pembicaraan, dapat dipercaya,
menjaga kehormatan diri dari yang dilarang , jujur dalam keadaan suka maupun
susah.

5. Berpengetahuan tentang pokok-pokok hukum agama dan cabang-cabangnya dan

dapat membedakan antara yang haq dari yang bathil.
6. Sehat pendengaran, penglihatan dan ucapan, sehingga tidak menyulitkan diri
dalam menjalankan tugas ini.

Kekuasaan peradilan yang mandiri dalam artian tidak terpengaruh oleh
intervensi lembaga legislatif maupun eksekutif merupakan dambaan getiap pencari
keadilan. Lembaga ini bertugas memberikan keputusan yang adil bagi yang berperkara,
memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, melindungi yang lemsh, dan
mengontrol dan membatasi yang kuat, meskipun yang dzolim tersebut dari pihak
eksekutif sekalipun. Maka lembaga ini harus terpisah dari ke dua lembaga kekuasaan
di atas agar segala keputusan hukum yang diputuskan benar-benar adil dan tidak
memihak ( Muhammad Salam Madkur, 90 : 29 ).

Dari keterangan-keterangan di atas nyatalah bahwa pada negara Islam sudah
ada pengaturan kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif,

dan keknasaan yudikatif
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E. Negara Islam di Masa Rasulullah dan di Masa Al Khulafa’ Rasyidin
Guna memudahkan pembahasan permasalshan ini, di sini penulis akan

membagi dua bagian pembahasan sebagai berikut ini.

E. |. NegaraIslam di masa Nabi Muhammad Saw.

Dalam pembahasan ini akan penulis batasi dan ringkas hanya pada
permasalahan struktur kekuasaan negara Islam di masa Nabi, yang dalam hal ini
kekuasaan dibagi dalam tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekusaan eksekutif,

dan kekuasaan yudikatif

E. 1.1. Kekuasaan legislatif

Dalam teori maupun praktek, Nabi menempati posisi yang unik yakni
sebagai pemimpin dan sekaligus sebagai sumber spiritual undang-undang ke-
Tuhanan. Sebagai pemimpin pemimpin pemerintahan Islam pertama, Nabi
menuangkan kerangka kerja konstitusional pemerintahannya sebagaimana tertuang
dalam sebuah dokumen yang terkenal yang disebut Konstitusi Madinah atan
Piagam Madinsh “. Piagam ini merupakan suatu piagam yang mengatur
kehiudupan dan hubungan antara komumitas-komunitas yang merupakan komponen-
komponen masyarakat yang majemuk di Madinah. Dan para pemimpin dan ahli
politik Islam beranggapan bahwa piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-

undang dasar negara Islam yang pertama yang didirikan oleh nabi di Madinah
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Maka piagam inilah yang juga menjadui acuan dalam menelaah hubungan antara
negara dan Islam ( H. Munawir Sjadzali, M.A_,1993 : 10 )

Dalam dokumentersebut terdapat langkah pertama dan amat penting bagi
terwujudnya sebuah negara Islam Hal ini sebagaimana tertera dalam pasal 42
piagam Madinah, yang isinya  sesuatu peristiwa atan perselisihan yang terjadi
antara pihak-pihak yang menyetujui piagam ini dan dikhawatirkan akan
membsahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah dan
Muhammad sebagai utusan-Nya”. Dalam pasal 36 piagam itu juga disebutkan
bahwa “ Tidak dibenarkan seseorang menyatakan keluar dari kelompoknya
kecuali mendapatkan ijin dari Muhammad. demikian pula dalam pasal 23, di sini
jelas sekali bahwa Rasulullah pada waktu awal pembentukan negara Islam, beliau
merupakan tumpuan bagi pihak-pihak yang ingin mencari kepastian hukum dan
sumber hukum, meskipun saat itu di Madinah masyarakatnya terdiri dari berbagai
kelompok dan suku yang berbeda, namun mereka bergabung dalam satu
masyarakat di bawsh pimpinan Nabi Muhammad saw ( Dr. Khalid Ibrahim
Jindan, 1972 : 2).

Meskipun pada masa Nabi kekuasaan legislatif dipegang oleh Rasul
gendiri dan beliau sekaligus sebagai kepala negarayang tentunya selalu
berpedoman kepada wahyu yang turun kepada beliau, namun dalam prakteknya
Nabi sering mengajak para sahabat untuk bermusyawarah tentang beberapa hal di
luar masalah kesyari’atan yang menyangkut kepentingan ummat. Sebagai contoh
dalam perang Badar, Abu Bakar dan mayoritas para Sahabat lainya lebih suka

memberi maaf pada tawanan. Namun Umar dan beberapa sahabat lain
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menyarankan agar dihukum mati. Kemudian dalam hal ini Nabi bertindak sesuai
dengan pandangan Abu Bakar dan mayoritas sahabat lainya tersebut (Muhammad
S. El.Wa, 1983 : 44 ).

Berdasarkan kenyataan bahwa Rasulullah sebagai penentu akhir dalam
musyawarah, jangan dilihat bahwa yang mempunyai kata akhir dalam musyawarah
itu adalah kepala negara. Kita bisa mengambil hikmah dari hal ini sebagai suat
tauladan kepada ummatnya bahwa apabila mengalami suatu permasalahan
sepeninggal Nabi maka hendaknya musyawarahlah yang merupakan jalan terbaik
yang harus diambil. Sedangkan Rasul memegang kata akhir dalam musyawarah itu
dikarenakan belian sebagai kepala negara yang seorang Rasul Allah yang
menerima petunjuk Allah melalui wahyu. Dalam hal ini para sahabat memegang
teguh hal ini. Jadi meski diajak musyawarah namun pada akhimya yang
memberikan kata akhir adalah Nabi, walaupun Nabi pernah ditegur oleh Allah

karena salah dalam mengambil keputusan.

E. | 2. kekuasaan Ekselutif

Pada masa pemerintahan Nabi, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kepala
negara yakni Rasulullah sendiri. Sebagai kepala negara beliau bertugas memimpin
negara, mengepalai tentara, mengumumkan perang, mengikat perdamaian,
menandatangani dan membatalkan perjanjian, mengangkat panglima perang, dan
para gubernur serta para hakim dan sekaligus memberhentikannya, mengurusi

administrasi. kehakiman, keuangan dan lain-iain ( A. Hasjmi, 1984 : 50 )
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Dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, Rasul meminta pendapat serta
bantuan dari para sahabatnya dalam permasalahan penting . rasulullah memberi
tugas kepada para sahabatnya dan memberi tugas khusus kepada Abu Bakar. Oleh
karena itu Abu Bakar dijuluki sebagai wazir Rasulullah. Dan para pembantu Nabi
yang terkenal ( Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ) melaksanakan pekerjaan
wazir, kendatipun saat itu mereka belum diberi gelar itu ( A. Hasjmi, 1984 : 240 ).

Dalam sahih Bukhari diriwayatkan, bahwa Rasulullah mengirim Khalid
din Al-Walid ke Yaman sebelum haji wada’ yang disertai beberapa sahabat
lainnya. Sesudah itu beliau mengirim Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan
Khalid guna mengambil zakat seperlima harta, kemudian Ali membawa hasil
pungutannya itu ke Mekkah saat Nabi di sana Di lain pihak Rasul juga
mengangkat beberapa orang sahabat untuk menjadi hakim di suatu daerah ( Ali
Abdul Raziq, 1985 : 65 )

Dari beberapa kejadian di atas kalau kita kaitkan dengan suasana
kenegaraan di saat sekarang hal itu hampir bisa diidentikkan dengan adanya duta

yang diutus oleh seorang kepala negara

E. 1. 3. Kekuasaan Yudikatif
Berdasarkan surat Al-Maidah (4 : 65 ) maka Rasulullah menyelesaikan

sengketa dan perselisihan yang timbul pada masa beliau Hal ini berdasarkan :
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« Maka demi Tuhanmu, mereka itu pada ( hakekatnya) tidak beriman sehingga
mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu
keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan

sepenuhnya ( Al-Qur’an, 4 :65).

Dalam membimbing dan memutuskan setiap perkara, maka Nabi
diperintahkan agar selalu berpedoman kepada Al-Qur’an sebagaimana firman-
Nya:

22 S 09 0 20 >

N

“ Dan putuskanlsh hukum di antara mereka dengan apa yang telah durunkan oleh

Allah.... ( Al-Qur’an,5:4p).

Setelah menerima beberapa perintah dari Tuhan di atas maka Rasulullah
melaksanakannya Di Madinah beliau menyelesaikan sengketa-sengketa yang
terjadi dengan memberikan fatwa dan keputusan terhadap perkara yang diajukan
kepadanya, maka tergenggam di tangan beliaulah semua kekuasaan tersebut dan
pada saat itu belum dipisahkan Nabi mmm hukum terhadap hak-hak
manusia atas dasar dzshimya perkara dan dengan sumpah bila tidak terdapat
bukti, dan keputusan Nabi merupakan hasil ijtihad beliau dan bukan dari washyu (
Muhammad Salam Madkur, 1990 : 35 ).

Di masa Nabi setelah dakwah Islamiyah meluas, maka Nabi memberi ijin

sebagian sahabamya untuk memutuskan perkara karena jauhnya tempat  namun
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juga ada sahabat yang diijinkan memutuskan perkara di mana Nabi berada di
daerah itu. Hal ini dimaksudkan untuk mendidik, membimbing dan menyiapkan
para sahabat untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu berijtihad dalam
memimpin bangsa, dan menyiapkan hakim-hakim yang bijaksana. Hal ini
terbukti dengan diutusnya Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk ditugaskan
memutus perkara di antara mereka, lalu Nabi menepuk dada Ali seraya berdo’a
yaitu: “ Ya Allah berilah petunjuk hatinya dan luruskanlah pembicaraannya *

Di masa Nabi telah dikenal adanya peninjauan kembali suatu keputusan
hukum yang telah dijatuhkan. Kejadian ini menggambarkan bahwa di masa ini
sudah ada pengadilan tingkat pertama dan tingkat pengadilan yang lebih tinggi ,
kemudian keputusan itu ada kemungkinannya akan dibatalkan, dikukuhkan,
atau diganti dengan keputusan baru.. Di masa ini pula Rasul telah memberikan
upah tertentu kepada para pejabat vudikatif sesuai dengan kebutuhan sehari-hari
pada masa itu. Sebagaimana ucapan ‘Itab bin Usaid ialah * Sungguh Nabi Saw.
memberi aku dua dirham setiap harinya, pada hal tidak ada perut yang tidak
dapat dikenyangkan dengan uang dua dirham seharinya .

Nabi di masa hidupnya mengajar dan membimbing para sahabat untuk
dilatih menjadi hakim, bahkan meluruskan dan memecat mereka jika terbukti
menyimpang dari aturan. Dari beberapa kenyataan di atas maka dapat kita
cermati bahwa prinsip-prinsip al-gadla ( peradilan ) sudah dituangkan dalam
syara’ baik di Al-Qur'an maupun oleh Sunnah Nabi, sedangkan dalam teknis,

aturan lainnya disesuaikan denga tempat dan kondisi yang berijtihad ijtihadi.
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juga ada sahabat yang diijinkan memutuskan perkara di mana Nabi berada di daerah itu. Hal
ini dimaksudkan untuk mendidik, membimbing dan menyiapkan para sahabat untuk menjadi
pemimpin-pemimpin yang mampu berijtihad dalam memimpin bangsa, dan menyiapkan
hakim-hakim yang bijaksana. Hal ini terbukti dengan diutusnya Ali bin Abi Thalib ke Yaman
untuk ditugaskan memutus perkara di antara mereka, lalu Nabi menepuk dada Ali seraya

berdo’a yaitu : “ Ya Allah berilah petunjuk hatinya dan luruskanlah pembicaraannya

Di masa Nabi telah dikenal adanya peninjauan kembali suatu keputusan hukum yang
telah dijatuhkan. Kejadian ini menggambarkan bahwa di masa ini sudah ada pengadilan
tingkat pertama dan tingkat pengadilan yang lebih tinggi , kemudian keputusan itu ada
kemungkinannya akan dibatalkan, dikukuhkan, atau diganti dengan keputusan baru.. Di masa
ini pula Rasul telah memberikan upah tertentu kepada para pejabat yudikatif sesuai dengan
kebutuhan sehari-hari pada masa itu. Sebagaimana ucapan ‘Jtab bin Usaid ialah * Sungguh
Nabi Saw. memberi aku dua dirham setiap harinya, pada hal tidak ada perut yang tidak dapat

dikenyangkan dengan uang dua dirham seharinya

Nabi di masa hidupnya mengajar dan membimbing para sahabat untuk dilatih menjadi
hakim, bahkan meluruskan dan memecat mereka jika terbukti menyimpang dari aturan. Dart
beberapa kenyataan di atas maka dapat kita cermati bahwa prinsip-prinsip al-gadla (
peradilan ) sudah dituangkan dalam syara” baik di Al-Qur’an maupun olch Sunnah Nabi,
sedangkan dalam teknis, aturan lainnya disesuaikan denga tempat dan kondisi yang berijtihad

ijtihadi. Pada masa ini kekuasaan yudikatif dipegang sendiri oleh Nabi, namun demikian
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juga ada sahabat yang diijinkan memutuskan perkara di mana Nabi berada di
daerah it Hal ini dimaksudkan untuk mendidik, membimbing dan menyiapkan
para sahabat untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu berijtihad dalam
memimpin bangsa, dan menyiapkan hakim-hakim yang bijaksana. Hal ini terbukti
dengan diutusnya Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk ditugaskan memutus perkara

di antara mereka, lalu Nabi menepuk dada Ali seraya berdo’a yaitu :

muam\ym;\@\@\

«Ya Allah berilah petunjuk hatinya dan luruskanlah pembicaraannya “

Di masa Nabi telah dikenal adanya peninjanan kembali suatu keputusan
hukum yang telah dijatuhkan Kejadian ini menggambarkan bahwa di masa ini
sudah ada pengadilan tingkat pertama dan tingkat pengadilan yang lebih tinggi ,
kemudian keputusan itu ada kemungkinannya akan dibatalkan, dikukuhkan, atan
diganti dengan keputusan baru.. Di masa ini pula Rasul telah memberikan upah
tertentu kepada para pejabat yudikatif sesuai dengan kebutuhan sehari-hari pada
masa itu. Sebagaimana ucapan ‘Itab bin Usaid ialah “ Sungguh Nabi Saw.
memberi aku dua dirham setiap harinya, pada hal tidak ada perut yang tidak dapat
dikenyangkan dengan uang dua dirham seharinya .

Nabi di masa hidupnya mengajar dan membimbing para sahabat untuk
dilatih menjadi hakim, bahkan meluruskan dan memecat mereka jika terbukti
menyimpang dari aturan. Dari beberapa kenyataan di atas maka dapat kita cermati
bahwa prinsip-prinsip al-qadla ( peradilan ) sudah dituangkan dalam syara’ baik
di Al-Qur’an maupun oleh Sunnah Nabi, sedangkan dalam teknis, aturan lainnya

disesuaikan denga tempat dan kondisi yang berijtihad ijtihadi. Pada masa ini
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kekuasaan yudikatif dipegang sendiri oleh Nabi, namun demikian Nabi memberi
peluang dan kesempatan kepada para Sahabat untuk membantunya dalam
menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut kekuasaan yudikatif ini.

Dengan demikian di masa Nabi meskipun kekuasaan legislatif, eksekutif
dan yudikatif dipegang sendiri oleh Nabi, namun dalam pelaksanaanya belian
selalu mengutamakan musyawarah dan memebrikan delegasi kepada para sahabat

terhadap hal-hal tertentu dan belian tidak bertindak diktator.

E. 2. Negara Islam di Masa Al Khulafa’ Al -Rasyidin

Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. menjadi
tumpuan dan pedoman oleh para kholifah ( pengganti ) belian.. Ummat Islam
menyebut para khalifsh pengganti Rasulullah tersebut dengan sebutan “ Al
khulafa’ Al Rasyidin  yakni para khalifah yang adil dan benar ( Abul 2’la Al
maududi, 1993 : 111 ).

Sebutan demikian terhadap para khalifah tersebut layak, karena memang
dalam memimpin ummat, khalifah tersebut dalam memimpin .ummat, khalifah
teresbut mengacu pada tuntunan-tuntunan yang diajarkan Nabi. Dan memang para
khalifah tersebut adalah sahabat utama Rasulullah yang selalu dekat dengan beliau
dan tahu persis apa yang telah dicontohkan belian terhadap mereka di saat belian

menjadi kepala negara Hal yang demikian sudah tak diragukan lagi.
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Negara Islam di masa Al Khulafa’ Rasyidin dimulai dari masa
kekhalifahan Abu Bakar Assidiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali
bin Abi Thalib di sini akan penulis paparkan pada tiga kekuasaan negara yaitu

pada kekuasaan legislatif, keknasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

E. 2. 1. Kekuasaan Legislatif

Pada masa ini undang-undang yang diberlakukan adalah sesuai dengan
Ajaran Al-Qur’an dan Assunnah. Namun karena permasalahan semakin kompleks
dan beragam, maka kebutuhan akan perundang-undangan terus berjalan bahkan
semakin berfariasi. Hal demikian memmtut untuk diciptakannya undang-undang
tentang hal-hal yang tidak ada ketentuannya dengan jelas dalam nash.

Dalam rangka membuat undang-undang tersebut khalifah selalu
menggunakan prinsip musyawarah Dan dalam hal ini para khalifahlah yang
memimpin musyawarah tersebut Di jaman khalifah Abu Bakar dalam
mengamalkan ayat “ amruhum syura bainahum “ yaitu dengan mempunyai satu
dewan yang akan membantunya dalam mengatur pemerintahan, yang berdasarkan
kepada peraturan-peraturan yang telah diterima baik lewat adat kebiasaan yang
tak bertentangan dengan syara’ yaitu rapat dari kepala suku dan pemimpin-
pemimpin keluarga, maupun berlandaskan syara’ ( Muhammad Assad, tt, 42 ).

Memang dalam kenyatasannya pada masa itu, masyarakat memelihara
organisasi suku atau keluarga serta menghormati para pemimpin mereka Dan
pemimpin-pemimpin mereka mempunyai kekuasaan berbicara dan bertindak atas

nama golongan yang mereka wakili.
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Keempat khalifah tersebut tidak memutuskan suatu perkara yang berkaitan
dengan pengaturan pemerintahan atan perundang-undangan atan aturan lainnya
kecuali dengan bermusyawarah dengan cendikiawan di antara kaum muslimin.
Diriwayatkan dalam sunan Addarimi bahwa Maimun bin Mahran menuturkan
tentang perilakn Abu Bakar yang apabila terjadi suatun perkara ia mencari
penyelesaiannya dalam Al-Qur’an. Jika tak ditemukan, ia mencari dalam sunnah,
bagaimana Nabi memecahkan masalah yang seperti itu. Dan bila kedua jalan itu
mengalai jalan buntu maka ia mengumpulkan tokoh-tokoh yang terbaik, dan
mengajak mereka untuk musyawarah. Dan apapun yang telah disepakati dari hasil
musyawarah itu dijadikan sebagai peraturan, hal ini juga dilakukan oleh Umar (
Abul A’la Al Mandudi, 1993 : 115 ).

Adapun dalam bermusyawarah para khulafaurrasyidin berpendapat bahwa
tokoh-tokoh ahli syura yakni orang-orang yang patut di masyukkan ke dalam
anggota legislatif ( permusyawaratan ), memiliki hak penuh untuk mengeluarkan
pendapatmya Hal ini terbukti dengan pidato Umar sewaktu di hadapan majelis
musyawarah, tentang politik khilafah tentang musyawarah, ialah “ Aku tidak
mengumpulkan Anda sekalian, melainkan agar Anda dapat bersama-sama
memikul amanat yang dipikulkan kepadaku dalam urusanmu, sebab aku hanyalah
salah seorang seperti di antara Anda,dan sekarang Anda dapat memutuskan
kebenaran. Dan Anda saya harap jangan mengikutiku apabila aku bertindak salah

vang menuruti natsuku *
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E .2. 2. Kekuasaan Eksekutif

Pada masa pemerintahan Khulafaurrasyidin, kekuasan eksekutif dipegang
oleh khalifah Hal ini disebutkan dalam sejarah-sejarah bahwa belian di samping
kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan Dalam urusan kenegaraan
nampak betul keterlibatan mereka di dalamnya.

Menurut Dr. Muhammad Husein Haikal, bahwa pada awal pemerintahan
Islam ( masa Rasulullah ) perkembangan struktur politik berjalan dengan lamban.
Baru ketika pemerintahan dipegang Abu Bakar tepatnya pada saat khalifah
berhasil menundukkan aksi murtad, perkembangnnya mulai nampak Pada masa
khalifah Ummar dia telah membentuk kabinet; yang kemudian pada saat Utsman
menjadi semakin besar. Dan ternyata akhirnya hal ini menjadi berkembang pada
masa pasca khulafaurrasyidin. ( Dr. Muhammad Husein Haikal, 1990 : 24 )

Seperti halnya di masa Nabi, pada masa pemerintahan khulafaurrasyidin
ini masing-masing khalifsh mempunyai orang kepercayaan yang dekat sebagai
pembantu dalam melaksanakan tugas kenegaraan, di samping juga ada beberapa
orang lain yang diberi tugas. Orang kepercayaan tersebut oleh sebagian orang
Arab disebut Wazir. Misalnya di masa Abu Bakar, Umarlah yang menjadi wazi.r.
Di masa Umar, Utsmanlah yang menjadi wazir dan seterusnya ( A. Hasjmi, 1984 :
240)

Wazir tersebut pada saat itu bekerja membantu para khalifah dalam
menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan. Tentang pertanggungjawabannya
tentunya secara langsung ia bertanggungjawab kepada yang memberi amanat, dan

sebagai muslim ia bertangeungjawab vertikal kepada Allah
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Para khalifah selalu menasehatkan kepada para gubernur dan pembantu-
pembantunya agar menjalankan kewajibannya sebagai pelayan bagi ummat, bukan
sebaliknya ingin memeras dan mendzolimi rakyat Sebagai contoh adalah khutbah
Umar : “ Wahai manusia, demi Allah aku tidak menginginkan pegawaiku kepada
kalian untuk memukul kalian, tidak untuk merampas harta kalian, tetapi aku kirim
kalian untuk mengajarkan agama dan sunnah Rasulullah ( Prof M. Yusuf Musa,
1963 : 177 )

Di masa Umar administrasi negara sudah dibentuk, dengan meniru
administrasi yang sudah ada terutama di Parsi. Departemen-departemen sudah
disusun guna menunjang roda kenegaraan. Gaji pegawai sudah ditentukan, dan

sudah adanya pajak tanah saat itu.

E. 2. 3. Kekuasaan Yudikatif

Keluasaan ini di masa Abu Bakar diserahkan kepada Umar, sebab waktu
itu Abu Bakar sibuk mengurus kaum murtad, dan ingkar zakat dan urusan politik
lainnya. Di masa ini belum terdapat sengketa yang berarti yang diajukan ke
pengadilan sebaba para sahabat kala itu merupakan muslim yang shaleh dan
toleran sehingga jarang terjadi sengketa.

Setelah meluasnya wilayah Islam, dan semakin banyaknya urusan
kenegaraan yang harus ditangani maka Umar mulai memisahkan antara kekuasaan
eksekutif dan yudikatif. Kemudian Umar mengangkat Abu Darda’ sebagai qadli di
Madinah, dan Sywraih bin Qais bin Abil Ash sebagai gadli Mesir.Namun

peradilan pada masa Umar mi belumiah mandiri sepenuhnva, sebab vang
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menentukan para qadli dan permasalahan yang boleh ditangani oleh para qadli
dibatasi hanya pada masalah sengketa harta benda ( perdata ), sedangkan masalah
pidana ( jinayah ) yang menyangkut hukum qishash atau had tetap menjadi
wewenang khalifah atan penguasa setempat.

Di masa Utsman mulai didirikan gedung pengadilan yaitu rumah dari qadli
itu sendiri, yang pada dua khalifah sebelumnya dilakukan di masjid. Utsman juga
sudah menetapkan gaji para pejabat peradilan yang diambil dari kas baitul maal.
Dalam mengambil keputusan para qadli tersebut selalu mengacu pada Kitabullah,
jika di sana tidak ditemukan barulah memakai Sunnah , dan seterusnya jika tak
ditemukan dasar pada dua dasar tersebut barulah melakukan ijtihad ( Muhammad
Salam Madkur, 1990 : 42 ).

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang harus
mempertanggungjawabkan amanat ini, maka para khalifah selalu membekali dan
memberi nasehat kepada para qadli agar selalu bersikap adil dan bijaksana dalam
meyelesaikan setiap perkara. Hal ini terbukti dengan perintah tertulis Umar untuk
hakimnya yaitu abu Musa Al-Asy’ari yaitu : © Persamakanlah antara rakyat di
hadapanmu, di dalam sidang dan majelismu, supaya orang yang berkedudukan
tinggi tidak mengahrapkan kecuranganmu, dan orang yang lemah tidak akan putus
asa pada keadilanmu itu ( Dr. Ahmad Zakki Yamani, tt, 67 )

Dari sejarah di atas berarti pada masa ini kekuasaan yudikatif’ sudah
dipisahkan dari kekuasaan eksekutif, meskipun dalam pelaksanaannya masih

sederhana.
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Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada masa
khulafaurrasyidin, pemerintahan negara Islam sudah mulai berkembang dan sudah
adanya pengaturan kekuasaan pada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif
secara lebih jelas. Dan di masa ini meskipun ada perkembangan dan pengaturan
baru namun para khalifsh selalu mengacu pada prinsip-prinsip pokok yang

diajarkan baginda Nabi Saw.
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